
SALINAN

BUPATI MAGETAN

PROVINSI」AWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI MAGETAN,

:bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan

pengelolaan keuangan bagi desa di Kabupaten Magetan serta

sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten

Magetan;

: l.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s49s)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebaga imana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

Mengingat



Menetapkan

2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

:PERATURAN BUPA■ TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

ha-k asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;
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3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa

yang dapat dinilai dengan uatrg serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;

6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggunglawaban

keuangan desa;

7. Rencana Keqia Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa;

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat;

1O. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah

dana perimbangan yang diterima Kabupaten Magetan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah

dikurangi Dana Alokasi Khusus;

1 1. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai
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kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan

keuangan desa;

13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang

selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat

desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa;

14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

15. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang

membidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatau sahakan keuangan desa;

16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintahan Desa yang menarnpung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar

seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
17. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh

pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui
rekening kas desa;

18. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari
APBDesa melalui rekening kas desa;

19. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan desa dengan belanja desa;

20. Delisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara
pedapatan desa dengan belanja desa;

2 1. Sisa kbih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan

dan pengeluaran anggararl selama satu periode anggaran;

22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(1) Keuangan desa
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transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikelola dalam masa I (satu) tahun
anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan

tanggal 31 Desember.

Pasal 3

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan PTPKD;

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan

penerimaan desa; dan

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan
dalam APBDesa;

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban APBDesa.

Pasal 4

(l) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan

desa dibantu oleh PTPKD.

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal

dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:

a. Sekretaris Desa;

b. Kepala seksi; dan

c. Bendahara

(3) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, bertindak selalu koordinator pelaksana teknis
pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab

kepada Kepala Desa.
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(5)

b.
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(6)
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(2)
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Ｈ
“
　

ｅ

Sekretaris

dimaksud

menyusun

APBDesa;

menyusun

APBDesa,

e. melakukan

menjna dokumen anggararl

pelaksanaan kegiatan.

selaku koordinator PTPKD sebagaimana

ayat (4) mempunyai tugas:

melaksanakan Kebijakan Pengelolaan

Rancangan Peraturan Desa tentang

perubahan APBDesa dan pertanggung

bukti―bukti

jawaban APBDesa;

melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan

telah ditetapkan dalam APBDesa;kegiatan

menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban

APBDesa;dan

verifikasi terhadap

dan pengeluaran APBDesa.

Dalam hal Seksi sebagaimana dimaksud ayat (2)

hurllf b belu terbentuk, Kepala Desa dapat menunjuk

Perangkat

Pasal 5

Kepala Seksi bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) huruf b rtindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai

dengan bi

Kepala pada ayat (1)

mempunyal

a. menJrusu rencana pelaksanaan kegiatan yang

ggung jawabnya;menjadi

kegiatan dan/atau bersama Lembaga

Desa yang telah ditetapkan di

dalam

c. melaku tindakan pengeluaran yang

atas beban anggaran belanja kegiatan;menyeba

pelaksanaan kegiatan;

melapor perkembangan pelaksanaan kegiatart

kepada

pengel

atas beban
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Pasa1 6

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf c dijpbat oleh staf pada Urusan Keuangan atau
perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas menerima, menylmpan,

menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan

mempertanggungiawabkan penerimaan pendapatan

desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka

(2)

(3)

(4)

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang
melalui rekeriing desa yang merupakan hak desa dalam
1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar

pelaksanaan APBDesa.

BAB HI

Sttuktur APBDesa

Pasa1 7

APBDesa,terdiri atas :

a. Pendapatan Desa;

b. Belanja Desa; dan

c. Pembiayaan Desa.

Pendapatan pesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diklasifikasikan menurut kelompok danjenis.
Belanja Desa sebageimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan,
dan jenis.

Pembiayaan s,sgagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
c diklasilikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 8
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kembali oleh desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:
a. Pendapatan Asli Desa (pADesa);

b. Transfer; dan

c. Pendapatan l,ain-Lain.
(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, terdiri atas jenis :

a. Hasil usaha;

b. Hasil aset;

c. Swadaya, pgrtisipasi dan Gotong royong; dan
d. Lainlain pendapatan asli desa.

(4) Hasil usaha $esa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a antara lain hasil BUMDesa, tanah kas desa.
(5)Hasil aset sebagallnana dilnaksud pada ayat(3)huruf b

antara lain pasar desa, tempat pemandian umum,
dan /atau jaringan irigasi.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun
dengan kekuatan sendiri yang melibatlan peran serta
masyarakat berupa tenrga dan/atau barang yang
dinilai dengari uang.

(7) l^ain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) hurufd antara lain hasil pungutan desa.

Pasa1 9

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal
I ayat l2l huruf b, terdiri atasjenis :

a. Dana Desa;

b. bagian dari Hasil pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

c. ADD;dan

d. bantuan keuangan dari APBD provinsi; dan
e. bantuan keuangan ApBD Kabupaten.

(2) Bantuan Keuangan dari APBD provinsi dan Kabupaten
sebagairn4pa dimaksud pada ayat (l) huruf d dan e
dapat bersifat umum dan khusus.
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(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam ApBDesa tetapi
tidak diterap\an dalam ketentuan penggunaan paling
sedikit 7O% (tujuh puluh persen) dan paling banyak
30% (tiga puhlh persen).

(4) Kelompok pendapatan lain-lain sebage imana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (21 huruf c, terdiri atas jenis :

a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak
mengikat;

b. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pasa1 lo

(1)Hibah dan sumbangan daH pihak kedga yang tidak

men」kat sebagaimana dimaksud dalaln Pasa1 9 ayat(4)

huruf a adalah pembe五an berupa uang dari pihak
ketiga.

(2)Lain―lain pendapatan Desa yang sah seb…ana
dimaksud dalam Pasa1 9 ayat(4)huruf b,antara laln

pendapatan "bagd hasil keゴasama dengan pihak
kedga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa

Bagian Kedua

Belanja Desa

pasal ll

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
(1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening
desa yang merupakan kewajiban desa da_lam I (satu)
tahun mggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa.
Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan
kewenangan Desa.

Belanja desa yang ditetapkan dalam ApB desa
digunakan dengan ketentuan :

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah

(2)

(3)



anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai
penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan

b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
anggaran belanja desa digunakan untuk :

l. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
dan perangkat desa;

2. operasional pemerintah desa;
3. tunjangaa dan operasional

permu syawaratan Desa;
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

(a) Dalam belanja. desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a dapat dialokasikan dana puma tugas
dan/atau uang duka bagi Kepala Desa dan perangkat
Desa.

Pasal 12

(1) Ketentuan besaran penghasilan tetap bagi kepala desa
dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1l ayat (3) huruf b angka 1 dihitung dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. ADD yang beqiumlah kurang dari Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan
maksimal 6O% (enam puluh persen);

b. ADD yang berjumlah Rp 5O0.O0O.OOO,OO (tima ratusjuta rupiah) sampai dengan Rp 700.00O.000,00
(tujuh ratrls juta rupiah) digunakan maksimal 507o
(lima puluh persen);

c. ADD yang bedumlah Rp 700.000.000,_ (tujuh ratusjuta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,_
(sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal
4oolo (empat puluh persen); dan

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 9OO.OOO.OOO,OO
(sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal
30% (tiga puluh persen).
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(2) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa dan
Perangkat Desh ditentukan sebagai berikut :

a. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh
persen) dari penghasilan tetap kepala desa per
bulan;

b. Perangkat Desa selain sekretaris desa paling sedikit
50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap
Kepa_la Desa per bulan.

(3) Penghitungan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) berdasarkan pada jumlah jabatan yang
ada pada Struktur Organisasi pemerintah Desa yang
ditetapkan dalam peraturan Desa.

(4) Rincian besaran penghasilan tetap Kepala Desa danPerangkat Desa yang diterima setiap bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasa_l 13

(l) Ketentuan besaran tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
ayat (3) huruf b angka 1 diatur sebagai berikut:
a. Tunjangan Sekretaris Desa paling banya k SOyo

(lima puluh persen) dari tunjangan Kepala Desa
per bulan; dan

b. Tt rnjangan perangkat Desa selain Sekretaris Desapating banyak 407o (empat puluh persen) dari
tunjangal Kepala Desa per bulan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) antaralain:
a.tuqiangan kine4.a;
b. tunjangan keluarga; dan/atau
c.tunjangan pangan;

(3) Rincian jenis dan ber
perangkat o.* 

** tunjangan Kepara Desa dan
yang diterima setiap bulan

sebagaimana dimaksr
Keputusan Kepara r"I.o"o" 

ayat (r) ditetapkan dengan



Pasal 14

(1) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 1,

Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan
penerimaan lain yang sah.

(2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimalsud pada
ayat (1) antara lain berupa:

a. honorarium kegiatan;

b. uang lembur; dan/atau
c. uang peq'alanan dinas.

(3) Besaran penerimaan lain yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari ApBDes
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan
memperhatikan kewajaran dan kemampuan keuangan
desa.

Bagian Ke.iga
Pengalokasian Belanja Desa untuk penghasilan Tetap
dan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa,

Operasional pemerintah Desa, Tunjangan d€rn
Operasional BpD, dan Insentif Rukun Tetangga dan

Rukun Warga dalam ApB Desa

Pasal 15

(1) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
anggaran belanja Desa yang ditetapkaa dalam
ApBDesa digunakan untuk :

a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
dan perangkat Desa;

b. operasional pemerintah Desa;
c. tunjangan dan operasional BpD; dan
d. insentif rukun t

(2) pengarokas,". o...h:ff1ff X":":ff:,,, Kepala
Desa dan perangkat Desa, operasional pemerintah
Desa, tunjangan dan operasional BpD dan insentif
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rukun tetangga dan rukun warga dari 30 % (tiga puluh
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
seb"gai berikut :

a. paling sedikit 80 o/o (delapan puluh persen)

digunakan untuk penghasilan tetap dan
tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;

b. paling banyak 20 o/o (dua puluh persen) digunakan
untuk:
1. operasional pemerintah Desa;

2. tunjangan dan operasional BpD; dan
3. insentif rukun tetangga dan rukun warga

(3) Besaran tunjangan BpD dan Insentif RT/RW
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b angka 2
dan angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.

Pasal 16

(1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (l) hurufb, terdiri atas kelompok:
a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. pelaksanaan pembangunan desa;
c. pembinaan kemasyarakatan desa;
d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
e. belanja tak terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibagi daram kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa
yang telah dituangkan dalam RKpDesa.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas jenis belanja :

a. pegawai;

b. barang dan jasa; dan
c. modal.

Pasal lZ

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk
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pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BpD.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan
tetap dan tunjaagan.

(3) Belanja pegawai sebagai66n6 dimaksud pada ayat (2)

pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 18

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)antara lain:
a. alat tulis kantor.
b. benda pos;

c. bahan/material;

d. pemeliharaan;

e. cetak/penggandaan;

f. sewa kantor desa;
g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor.
h. makanan dan minuman rapat;
i. pakaian dinas dan atributnya;
j. perjalanan dinas;
k. upah kerja;
1. honorarium narasumber/ahli;
m. operasional pemerintah Desa;
n. operasional BpD;
o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok

masyarakat.
(3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uanguntuk operasional lembaga RT/RW dalam rangkamembantu pelaksanaan tugas pelayanan
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(2)

pemerintahan, perencanaan pembangunan,

ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan

masyarakat desa.

(4) Pemberian barang pada masyaralat/kelompok
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 19

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16

ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam
rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan
yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
Pembelian /pengadaan barang atau bangunan
sebagaima-na dimalsud pada ayat (l) digunakan untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 20

(1) Dafam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa
(KLB), pemerintah Desa dapat melakukan betanja yang
belum tersedia anggarannya.

(2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB)

sebegaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang dan/atau mendesak.
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat I yaitu
antara lain dikarenakan bencana alam, sosial,
kerusakan sarana dan prasarana.

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1)

karena KlB/wabah.
Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja
tidak terduga.

(3)

(4)

(5)

(6)
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Pasal 21

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, mencakup:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun

sebelumnya;

b. pencairan dana cadalgan;

c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
antara lain pelampauan penerimaan pendapatan

terhadap belanja, penghematan belanja , dan sisa dana

kegiatan lanjutan.

(5) SiIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan

penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi

pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan

akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan

pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan

ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran

berkenaan.

(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan

kekayaan desa yang dipisahkan.
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(2)

Pasal22

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan;

b. Penyertaan Modal Desa.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak

dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu

tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana

cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang

harus dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas

penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang

penggunaannya telah ditentukan secara khusus

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf ditempatkan pada rekening

tersendiri.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun

akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB IV

PEI{YIJSUNAN APBDESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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(2)

(3)

Pasa1 23

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun
berkenaan.

Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan

Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh

Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa

untuk dibahas dan disepakati bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling

lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasa] 24

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah

disepalati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati

melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati

untuk dievaluasi.

(2) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan

Desa tentang APBDesa kepada camat.

(3) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa

5sfagaimana dimal<sud pada ayat (1) paling lama 2O (dua

puluh) hari ke{a sejak diterimanya Rancangan Peraturan

Desa tentang APBDesa.

(a) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam

batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

(5) Dalam ha1 Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kela
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala

(4)
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(2)

(3)

Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Kepala Desa

tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan

usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

Pasal 25

Pembatalan Peraturan 1;ssa sefuaga'imana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (5) sekaligus menyatakan

berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran

sebelumnya.

Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Desa hanya dapat melakukan
pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan

Pemerintah Desa.

Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan

Desa paling lama 7 (tujuh) hari keqia setelah

pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut

Peraturan Desa dimaksud.

Bagran Kedua

Pelaksanaan

Pasal 26

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka

pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui

rekening kas desa.

Penunjukan rekening kas desa ditetapkan dengan

Keputusa-n Bupati.

Semua penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung

oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 27

(1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai

(2)

(3)
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(2)

(3)

penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam
peraturan desa.

(2) Bendahara dapat menyimpan sisa pembayaran untuk
operasional pada kas tunai/brankas bendahara setiap
akhir hari kerja paling banyak Rp. I0.0OO.OOO,OO

(sepuluh juta rupiah).

Pasal 28

Pengeluaran desa yang mengakibatlan beban APBDesa

tidak dapat dilakukan sebelum rancangErn Peraturan
Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan

Desa.

Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat
mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan
dalam peraturan Kepala Desa.

Belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional
perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

antara lain:

a. penghasilan tetap dan tunjangan K epala Desa
dan Perangkat Desa;

b. operasional Pemerintah Desa; dan

c. tunjangan dan operasional Badan
Permu syawaratan Desa;

(4) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus
dibuat Rincian Anggaran Biaya oleh Kepala Desa dan
diberitahukan secara tertulis kepada BPD.

Pasal 29

Pelaksana Kegiatan mengqjukan pendanaan untuk
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan

dokumen antara lain Rencala Anggaran Biaya.

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan
oleh Kepala Desa.

Pelaksana Kegiatan bertanggungiawab terhadap

(2)

(3)
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(2)

tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan
buku pembantu kas kegiatan sebagai
pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 30

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) pelaksana kegiatan
mengajukan Surat Permintaan pembayaran (Spp)

kepada Kepala Desa.

Surat Permintaan Pembayaran (Spp) sebagaimana
dimaksud pada ayat (U tidak boleh dilakukan sebelum
barang dan atau jasa diterima.

Pasal 31

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1) terdiri atas :

a. Surat Permintaan Pembayaran

b. Pernyataan tanggungiawab belanja

c. l,ampiran bukti transaksi

Pasal 32

(1) Dalam pengajuan pelalsanaan pembayaran

ssfegaimana dimaksud dalam Pasal 3l Sekretaris

Desa berkewaj iban untuk:
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di

ajukan oleh pelaksana kegiatan.

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban

APBDesa yang tercantum dalam permintaan
pembayaran.

c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan

dimaksud.

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh
pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.
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(2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa

sslagaiman4 dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa

menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara

melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada

ayat l2l selanjutnya bendahara melakukan pencatatan

pengeluaran.

Pasal 33

(1) Pencairan pengeluaran belanja desa melalui RKUD

dilakukan dalam bentuk Giro pada bank yang ditunjuk
oleh Bupati.

(2) Pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara.

(3) Pencairan ke bank dilakukan sesuai kebutuhan dalam

tahapan pencairan pada Rencana Anggaran Biaya.

Pasa1 34

(1)Bendahara  desa  sebagai  wttib  pungut  pttak

penghasilan (PPh), きヽ ak Pertambahan Niai(PPN),

Pttak Daerah dan pttak lainnya,waJib menyetorkan

seluruh penerimaan potongan dan pajak

dipungutrrya ke rekening kas negara sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penatausahaan pembayaran kewajiban pqiak

sebagaim4la dimalsud pada ayat (1) dicatat pada Buku
Pembantu Pajak.

Pasal 35

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat

dilakukan apabila terjadi :

a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar jenis belalja;

b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan

yang

dengan
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anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun berjalan;

c. te{adi penambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam,

krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan
sosial yang berkepanjangan; dan

e. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan I (satu) kali
dalam I (satu) tahun anggaran.

(3) Tata cara pengajuan perubahan ApBDesa adalah sama
dengan tata cara penetapan ApBDesa.

Pasal 36

(1) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD provinsi
dan/atau APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan
pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa diterima
setelah ditetapkannya peraturan Desa tentang ApB
Desa, dicatat dalam Buku Kas umum dan selanjutnya
disesuaikan dalam perubahan ApBDesa.

(2) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD provinsi
dan/atau APBD lhbupaten serta hibah dal bantuan
pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa diterima
setelah ditetapkannya peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa, perubahan dicatat dalam Buku
Kas umum dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan
Pertanggungiawaban Realisasi pelaksanaan ApBDesa.

Bagian Ketiga
penatausahaan

Pasal 37

(1) Penatau sahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
(2) Bendahara Desa w4jib melakukan pencatatan setiap

penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup
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buku setiap akhir bulan secara tertib.
(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungiawabkan uang

melalui laporan pertanggungiawaban.
(4) laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala
Desa paling lambat tanggal 1O bulan berikutnya.

Pasal 38

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana
dimalsud dalam pasal 3T ayat(2), menggunakan:
a. Buku Kas Umum;
b. Buku Kas pembantu pajak;

c. Buku Balk; dan
d. Buku Kas pembantu Lainnya.

Bagran Keempat

Pelaporan

Pasal 39

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
pelaksanaan ApBDesa kepada Bupati berupa:
a. Laporan semester pertama; dan
b. Laporan semester akhir tahun.

(2) l"aporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi ApBDesa.

(3) Laporan rearisasi pelalsanaan ApBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a disampaikan paling
lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

(4) r sForan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf b disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Januari tahun berikutnya.
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Bagian Kelima

Pertanggungiawaban

Pasal 4O

(1)Kepala   Desa menyampaikan laporan

APBDesapertanggungiawaban realisasi pelaksanaan
kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

(2) l,aporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimalsud pada ayat (l), terdiri
dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditetapkan dengan peraturan Desa;
(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungiawaban

realisasi pelaksanaan ApBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilampiri:
a. format Laporan pertanggungiawaban Realisasi

Pelaksanaan ApBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31

Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
c. format Laporan program pemerintah dan pemerintah

Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 41

l,aporan Pertanggungiawaban Realisasi pelaksanaan
APBDesa sebaqaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (l)
tercantum dalam lampiran yang mempakan bagian tidak
terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan
Desa.

Pasal 42

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungiawaban
realisasi pelaksalaan ApBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 dan pasal 41 diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi
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yang mudah diakses oleh masyarakat.
(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan
media informasi lainnya.

pasal 43

Laporan realisasi dan Laporan pertanggungiawaban
realisasi pelaksanaan ApBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) disampaikan kepada Bupati
melalui camat.

Laporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan.

(2)

Pasal 44

Format Rancangan peraturan Desa tentang ApBDesa
sebagaimana dimaksud datam pasal 23 ayat (1), Buku
Pembantu Kas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (3), Rencana Anggaran Biaya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2g ayat (4) dan pasal 29 ayat (l),
Surat Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1), pernyataan Tanggungiawab Belanja
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3l huruf b, Laporan
Realisasi Pelaksanaan ApBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (l), Laporan pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan ApBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (l), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB V

PEMBINAAN,MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

(1) Bupati dan Camat wajib membina, melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa.

(2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi :

a.memberikan pedoman pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa

b. memberikan bimbingan tentang pengelolaan
keuangan desa meliputi perencanaurn, pelaksanaan,
dan pelaporan.

(3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan
Kepala Desa

b. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aset desa

c. menerima laporan realisasi dan laporan
pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan ApBDesa
dan menyampaikan kepada Bupati.

d.fasilitasi sinkronisasi perencana€rn pembangunan
daerah dengan pembangunan desa

BAB VH

PENUTuP

PaSa1 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tangga1 18 Mei 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 18 Mei 2OlS

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABuPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMoR 25

sesuai dengan aslinya

BAGIAN HuKUM

■ngkat I
19950320o2

厖

鸞

`
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FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA,BuKU

PEMBANTU KAS KEGIATAN,RENCANA ANGGARAN BIAYA,SuRAT

PERMINTAAN PEMBAYARAN,PERNYATAAN TANGGUNG」
AWAB BELANJA,

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA,DAN LAPORAN

PERTANGGUNG」AWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMPIRAN:PERATURAN BuPATI MAGETAN

NOMOR  : 25 TAHUN 2015

TANGGAL : 18 Mei2015

PEMERINTAH DESALAMBANG

PEMDES
KECAMATAN

KABUPATEN

RANCANGAN PERATuRAN DESA

NOMoR .… .……… TAHuN.¨ ………
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN」
A DESA

TAHUNANGGARAN

DENGAN RAHMAT TuHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal .... peraturan DaerahKabupaten ........ N(
Kepala Desa ,,,"'t"t 

"' Tahun """ tentang

tentang Anggaran 
".t"*ou* 

rancangan Peraturan Desa

b. Bahwa *","".*_"1:ff;"";.fr::XJ*^r,T;:
Pendapatan dan Belanja Desa (ApBDesa) sebagaimanadimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakatitrersama Badan perm

c. Bahwa berdasarkal 
usyawaratan Desa;

pada huruf 
" o.r, n 

o"*mbangan sebagaimala dimaksud

peraturan Desa 
b perlu menetapkan Rancangan

tentang Anggaran pendapatan
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dan Belanja Desa (ApBDes) menjadi peraturan Desa
tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) Desa Tahun Anggaran ........

Mengingat :1' undang-Undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495)

2. peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangperaturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

3. peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber Dari Anggaraa pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 16g, Tambahan
Indonesia Nomor 555g); 

Lcmbaran Negara Republik

4. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2Ol4Tentang pedoman Teknis peratt
Repubrik rndonesia rahun 2014ilffi;ff 

(Berita Negara

s. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor r13 Tahun 2o14tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor Tahuntentang pembaraa daerah Kabupaten

Tahun ............ Nomor ..... );Z. peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor Tahuntentang (kmbaran daerah Kabupaten
Tahun ............ Nomor ..... );g. peraturan Bupati Magetan Nomor

pedoman pengetolaan Keuansan 
"'D31:rr;ffi:::

Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2Ol5Nomor ..... );
9. Dst...
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTusKAN

Menetapkan : PERATURAN

PENDAPATAN

ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan darr Belanja Desa Tahun
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

2. Belanja Desa

a. Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa

RANCANGAN

ANGGARAN

b. Bidang pembangunan

c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang pemberdayaan Masyarakat
e. Bidang Tak Terduga

Jumlah Belanja

Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan pembiayaan

b. Pengeluaran pembiayaan

Selisih pembiayaan ( a _ b )

DESA TENTANG
DAN BELAN」 A DESA TAHUN

Rp

Anggaran.…… dengan rincian

Rp.........・
・・ ・・ ・・ ・ ・ ・・ ・・ ・・ ・

Rp_¨ _̈.… …………………….

Rp………….¨ ¨̈ ……………….

Rp.¨ _̈¨…………………………

Ro_¨ ¨̈ _..……………………
Rp__…………………………

Rp_

Rp.

Rp …………………………………

pasal 2

uraian lebih lanjut mengenai Anggaran pendapatan dan Belanja Desasebagaimana dimaksud pasal l, tercantum daram lampiran peraturan Desa iniberupa Rincian Struktur Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

Pasa1 3

Rp
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Lampiran-lallnpiran sebagaimana dirnaksud dalaln Pasa1 2 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasa1 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala
Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasa1 5

Peraturan Desa ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sedap orang dapat rnengetahui,memerlntahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dalam Lembaran Desa dan BeHta Desa oleh sekretans Desa.

Ditetapkan di.… …………… .
Telah di Evaluasi Bupad/walikota        Pada tanggal.…

…̈ _……………
a.n Camat.¨ ¨̈

ttd KEPALA DESA.… ……………
(… … …

.…
… … … … … … … … … … … … )
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l,ampiran Peraturan Desa

Nomor :

Tahun :

Tentang : Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN」A DESA
PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN

REKENING

PENDAPATAN

RITγa,Partisipasi dan GotOng

lain― lain Pendapatan Asli Desa yang

Bagranaariffi
daerah kabupaten/ kota

皿 1

frd,ans nens@Am
Pemerlnto,}urn Desa

-Penghasitan Gtaffi
Peranskat

- Tunjangan
Perangkat

…

liS姉



―Benda POS
- Pakaian Dinas dfan Atribut
―Pakalan Dinas
- Alat dan Bahan Kebersihan
―Pettalanan Dinas
―Pemeliharaan
- Air, Listrik,dasn Telepon
- Honor
―dst..

2 2 3 BelanJa Modal
- Komputer
…Mtta dan Kursi
―Mesin TIK
―dst.…

2 1 3 Operasional BPD
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa

‐ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
―dst.

2 １
■ 4 Operasional RT/ RW
2 4 2 Belanja Barang dan Jasa

―ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
―dst.

2 2 Bldang Pelaksanaan Pembangunan
Desa

2 2 mJkarl salurarlIHgasi
2 2 2 Belanja Barang dan iasa

- Upah Kerja
- Honor
―dst..

- Semen
…Mate五al
―dst..

2 2 2 Pengaspalan jalan desa
2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa :

- Honor
―dst..
‐Aspal
- Pasir
-dst.

2 2
“

gat神 :=..・

2 3 Bldang Pembinaan Xemasiarakatan
2 3 Kegiatan Pembinaan Ketentramarl darl
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Ketertibarl

2 3 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor Pelatih
- Konsumsi
- Bahan Pelatihan
―dst.¨

2 3 2 Keglatan..

2 4 Bidang Pemberdayaan Masvarakat
2 4 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan

Perangkat
2 4 １

■ 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor pelatih
- Konsumsi
―Bahan pelatihan
‐dst..

2 4 2 Kegiatan..

2 ４
〕 Bldang To,k Terdusa
2 5 Kegiatan Keiadian Luar Biasa
2 5 １

■ 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor tim
- Konsumsi
-Obat―obatan
―dst。………….・……・

2 5 2 Kegiatan..

JUMLAH BELAN」 A

SttZしS/DEFISF

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiauaan
3 SILPA
3 2 Pencairan Dana Cadansan
3 Q Hasil Kekayaan Desa Yane dipisahkan

」UMLAH(RP)

3 ´Ｚ Peweluaran Pembiauaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadansan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa

」UMLAH(RP)

DISETUJU1 0LEH

KEPALA DESA

ゆ

(… … … … … … … … … … … …
。
)
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B. format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA.… …………………………・KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :

2. Kegiatan :

3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO. URAIAN VOLUME
HARGA

SATUAN(Rp。
)

」UMLAH

(Rp.)
１
■ 2 3 4 5

JUMLAII(Rp.)

Disetuj u i / mengesahkan

Kepala Desa
Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian :

1. Bidang dii,si dengan kode rekening berd.asarkan kla.sifikasi kelompok betanja
desa.

2- Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan 6alam
APBDesa.

3. kolom 1 dii^si d.engan nomoruntt
4. kolom 2 dii^si dengan uraian berupa incian kebututwn d.alam kegiatan.
5. kolom 3 dii"si dengon uolume dapat benrya jumtah orang/barang.
6. kolom 4 dii.si dengan harga satuan aang merupakan besaran unfiik

membayar orang/barang
7. kolom 5 dilsi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 d.engan kolom 4.
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D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA.¨ …………………………・KECAMATAN.… …………………
TAHUN ANGGARAN..………・・………

1. Bidang :

2. Kegiatan:
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO. URAIAN PAGU
ANGGARAN

PENCAIRAN
S.D.YG
LALU

PERMINTAAN
SEKARANG

」UMLAH
SAMPAI
SAAT INI

SISA

DANA

(Rp.) (Rp。 ) (Rp.) {Rp。 ) (Rp.)

」UMLAH

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas
Kepala Desa Bendahara

Petunjuk pengisian:
1. Bklang diisi dengan kode rekening berdasarkan kla.sifikasi kelompok belanja

desa.

2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan d.alam
APBDesa.

3. Kolom 7 dengan nomor unfi.
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4. Kolom 2 dii^si dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 dii^si dengan incian pagu dana sesuai d.engan reneana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggoran Aang telah dibagar

sebelumnga.
7. Kolom 5 dirsi dengan rirwian uang dimintakan untuk dibagar.
8. Kolom 6 dii"si dengan jumlah permintaan d.ana sampai saat ini.
9. Kolom 7 disi dengan si,sa anggaran.

E. Format Pernyataan Tanggungiawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNG」 AWAB BELANJA
DESA ...... KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

1. Bidang

2. Kegiatan :

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir,
untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

,..,tanggal

Pelaksana Kegiatan

JUMLAH (Rp.)

Cara. Pengisian:
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G. Format La.poran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa

1. la.poran Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN」 A DESA

SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH DESA.‥……………・

TAHUN ANGGARAN。 ¨̈ …………

KODE

REKENING

URAIAN JUMLAH

ANGGARAN

(Rp.)

JUMLAH

REALISASI

(Rp.)

LEBIH/

KURANG

(Rp.)

KET.

2 3 4

PENDAPATAN
１
■ Pend.apatan Asti Desa

１
■ 1

１
■ Has」 Usaha

１
■ 2 Swadaya, Partisipasi dan

Gotong Royong

1
１
■ 3 l,ain-lain Pendapatan Asli

Desa yang sah

2 Pend.apatan Transfer
１
■ 2 Dana Desa

2 2 Bagran dari hasil pajak

&retribusi daerah

kabupaten/ kota

2 3 Alokasi Dana Desa

2 4 Bantuan Keuangan

2 4 Bantuan Provinsi

1 2 4 2 Bantuan Kabupaten /
Kota

3 Pendapatan Lain lain
１
■ Hibah darl SuFn6angan

da五 pihak ke-3 yang

46
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tidak mengikat
１
■ 3 2 Lain-lain Pendapatan

Desa yang sah

」UMLAH PENDAPATAN

2 BELAN」A

2 1 Bid.ang Peng eleng g araan

Pemertntalwn Desa

2 1 Penghasilan Tetap dan

Tunjangan

2 1
１
■ Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap

Kepala Desa dan

Perangkat

- T\rnjangan Kepala Desa

dan Perangkat

Tunjangan BPD

2lr 2 Operasional Perkantoran

2 2 2 Belanja Barang dan Jasa
―Alat Tulis Karltor

―Benda POS

- Pakaian Dinas dfan
Atribut
―Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan
Kebersihan

- Perjatanan Dinas
‐Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn Telepon

- Honor

dst...

2 1 2 3 E eranJa Moclal

- Komputer

- Meja dan Kursi

47



―Mesin TIK

‐dst.………………………………・

2 3 Operasional BPD

2 3 ´Ｚ Belanja Barang dan Jasa
―ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

- dst

2 4 Opemsional~RT/RW

2 4 2 Beltta Bararlg dan」 asa
―ATK

renggadaan

Aolnsurnsl民 apat

月 _+

2 2 D=J^_ur(rq.r rti r trra.Ksanaan

Pembangunan Desa
2 2 rcroalkan saluran lrigasi

2 2 2 DじlaIり a barang danjasa

Upan KelJa

■■onor

‐dst.¨ ¨̈ :̈."¨ “̈・

~

semen

lvlatenal

月 ^ιuOL..........

2 212 rengaspalan jalan desa

2 D^1^_

Upan Ke13a

- Honor

Aspal

- Pasir

48



Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan

Ketentraman dan

Ketertiban

Bidang PemEerdayaan

Masyarakat

Ke」a

Desa dan perangkat

Beltta B…

Ke」atan Kttadian Luar

Belatta Barang darl



- Konsumsi

- Obat-obatan

- dst.

2 5 2 Kegiatan...

」UMLAH BELANJA

SURP'US / DEFISIT

3 TI,TVTE IAYAAN

3 I r e r Le ramaan f em btctA aan
3 G

o■ LrA

3 2 D^-r srluiLll'iin uana

Cadangan

3 1 3 LIrr.r.rlll AeKayaan Desa

Yarrg di pisahkan
TI T■″Trvrrlr'.rI I I(r ,

3 2 rengetuaran pembiayaan

3 2 remoentukan Dana
Cadangan

k3 2 2 u/sr L.Li1.rI rvrooal Lresa

」UIVILAH(RP)

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

50



- dst...

2 3 Operasional BPD

2 3 2 Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

-dst.

2 4 Operasional RT/ RW

2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa
- ATK

renggadaan

- Komsumsi Rapat

ctst .

212 E roang Pelaksanaan

Pembangunan Desa
2 2 rcroalKan saluran I五 gasi

2 2 2 EeranJa l:arang dan jasa
- Upah Keq'a

- Honor

- dst.....

- Demen

- Material

- dst.

-

D^--- - r2 2 2 .Easpanan Jaran desa
2 2 0 )trranJa E arang ctan Jasa :

Upah Kerja

61
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Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan

Keglatan Peinbinaan

Ketentraman dan

Ketertiban

Bidang Pem6erdayaan

Masyarakat

regiatan@
Desa dan perangkat

Keglatan Kttadian Luar

- Obat-obatan



JUMLAH BELANJA

HaSil Kek響麹 Desa Yang

di pisahkan

JUMLAH(RP)

Pembentu6Dana

」UMLAH(RP)

- Pembiay""rr------- w"tto
(PENERIMAAN
PEMBIAYAAN        _

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN)
‐SILPA  tahun  belJalan

(SELISIH ANTARA
PEMBIAYAAN    NETTo l

DENGAN       HASIL

SURPLUs/DEFIsITl

TANGGAL

恥

(KEPALA DESA.… ……………)
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L,ampiran II Peraturan Desa

Nomor : .........

Tentang : Laporan Kekayaan Milik
Desa Sampai Dengan 3l Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20。
…

TAHUN N

(Tahun Periode

Pelaporan)

TAHUN N-1

(Tahun

Sebelumnyal

A.ASET LANCAR

l. Kas Desa

a.uang kas di Bendahara Desa

b.Rekening Kas Desa

2. Piutang

d. Piutang Sewa Tanah

e. Piutang sel町 a Gedung
i dst。 _¨ .

3。 Persed姉

a. Kertas segel

b.Materai

C. dst...…
.

」UMLAH ASET LANCAR

Bo AS

1. InvesLsi Permanen

―Penyertaan  Modal  Pemenhtah

Desa

2.Aset Tetap

―Tanah
― Peralatan dan Mesin

― Gedung dan bangunan
― Jalan,JaHngan dan lnstalasi     l

64



3. Dana Cadangan

- Dana Cadangan

4. Aset tidak lancar l.ainnya
」UMLAH ASET TIDAK LANCAR

UMLAH ASET (A + Bl

H.KEWA」IBAN JANGKA PENDEK

」UMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I - II )

TANGGAL

TTD

(KEPALA DESA ..............)

Penjela,san tabel:
1' Aset desa ad'aloh barang milik d.esa aang berasal d.oi kekagaan asli d.esa,dibeli atau diperoleh atas beban Arggaran pendapatan d.an Belanja Desaatau peroleh.an hak lainnya gang salu
2' Uang kas ad.arah uang milik pemerintah Desa, baik aarlg disimpan diBendahara Desa mautrrun di rekening kas d.esa.
3. Piutang Desa ad.arah tagi?wn uang desa kepa.a pitwk aang mengerorakekagaan deso, antara lain berupa tanalq gedung Aang dihoraplcan akandiluna'si daram utaktu paring rama 1 (safu) tahun a,ggaran sejakdite tap kann7 a ke rj as am a t e rs e but.
4' Persedia'an ad'alah suatu kekagaan bentpa barang mitik pemerintah desaaang dinilai dengan uang bak berupo uong kertas mauwn srat berrtargadalam period.e normar, antara rain kertas segler, materai, d,eposito, giro.5' Aset Desa tidak lancar meliputi pengertaan mod.al pemerintah d.esa d,an asettetap mitik desa antara rain tanah, peralatan d.an mesin, gedung danbanganary jalary jaingan d.an instala.si.

6' Dana c,d.angan odatah d.ana aang di.si.sikan unfiik menamtrrung kebutuhanaang memerrukan dana aang reratif besar aat\g tidak d.apat dipenuhi d.aramsafit talutn arggaran.

' ;::H::^ 
utans aans timbut karena adansa pinjaman oteh

8' Kekagoan bersih ad'alah setisih antara aset d.an keutajiban pemerintah d.esa.

Catatan:
Terkait dengan angka 7, bahwa daram ApBDesa khususnya pada pembiayaantidak dibuka peluang untuk pinjaman.



L,ampiran III Peraturan Desa

Nomor : ...... ...
Tentang : Program Sektoral dan Program

Daerah yang masuk Ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal

Desa

Kecamatan

Kabupaten

66

No.
ｎ』・呻
Lokasi

Kegiatan

Rincian

Keglatan
Volume Satuan

ｒ

嚇　ｍ
Jumhh

(Rp)

Rp.

Sub TOtal」enis Kegiatan(2)
Rp.

Sub TOtal Jenis Ke
Rp.



tanggal,.......・ ・・・・・・・・・・・・

Kepala Desa

(… … … … … … … … … ・・ )

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM

I

1995032002

67

Sub Total(4) Rp。

Total(ls/d4) Rp.


